BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—

BUPATI MALUKU TENGAH,

bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan pemerintahan daerah untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat;

bahwa untuk meningkatkan pelayanan Penyediaan
dan/atau Penyedotan Kakus Kepada Masyarakat,
Pemerintah Daerah perlu melakukan pemungutan
Retribusi;

bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian
hukum dalam melakukan Pungutan Retribusi atas
pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus,
diperlukan pengaturan tentang retribusi penyediaan
dan/atau penyedotan kakus;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyediaan dan/atau
Penyedotan Kakus;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 1645);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka
Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6622);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

Menetapkan

dan
BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN
DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.



10.

11

12.

13.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Maluku Tengah.

Pengusaha Penyedotan Kakus Air Limbah Domestik
adalah perorangan atau badan hukum atau pihak swasta
yang menjalankan wusahanya berupa menyedot dan
membuang limbah tinja dari septictank penduduk/
SPALD-S dan SPALD-T Kawasan tertentu, kawasan
permukiman ke Instalasi Pengolahan Air Limbah
Domestik dengan memungut biaya atas pelayanan yang
diberikannya.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau
retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi
kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta
pengawasan penyetorannya.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang
menentukan besarnya pokok retribusi.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga
dan/atau denda.

Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban
yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan
SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang
ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam

hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi
dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi
wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk
melakukan penyidikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang
khusus oleh undang-undang untuk  melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.



14. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh  Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan
retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan.

16. Zonasi Layanan adalah kawasan atau area yang memiliki
fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik sesuai
dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.

17.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya
disingkat IPLT adalah prasarana dan sarana pengolahan
secara biologis dengan memanfaatkan mikroba untuk
menguraikan material organik yang berada di dalamnya.

18. Penyediaan adalah proses, cara, perbuatan menyediakan
dan/atau pelaksanaan suatu hal yang dilakukan guna
mencapai suatu tujuan.

19. Retribusi Terutang adalah retribusi yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang
dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul
Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang
bersangkutan.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan
Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan
dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan atas penyediaan
dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau
penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau
dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.



Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan atau menikmati fasilitas pelayanan penyediaan
dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

BAB 1III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus termasuk
golongan Retribusi Jasa Umum.
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis
pelayanan, volume tinja dan jarak antara lokasi pelayanan
dengan lokasi pengolahan tinja.
BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan
jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek
keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan
tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya
modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan
biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk
menutup sebagian biaya.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif retribusi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.



(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat () dilakukan dengan memperhatikan indeks harga
dan perkembangan perekonomian.

(3) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

BAB VII
TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

(2) Pembayaran retribusi dilakukan di rekening kas umum
daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai
waktu yang ditentukan.

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang
ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus
disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat
1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh
Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 11
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah
pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
BAB VIII
MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama
dengan  jangka  waktu  yang dibutuhkan untuk
penyelenggaraan pelayanan, yang merupakan batas waktu
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan
penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Pasal 13
Saat Retribusi terutang adalah pada saat SKRD ditetapkan.
BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar
sekaligus.



(2) Retribusi yang terutang dilunasi sejak diterbitkan SKRD.

(3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti
pembayaran retribusi berupa SSRD dan dicatatkan
dalam buku penerimaan retribusi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran,
penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 15

(1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD
dan di dahului dengan surat teguran.

(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain
yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat
jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis
disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi
yang terutang.

(4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan
oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 17
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan

pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan
memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan dengan memperhatikan obyek
retribusi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan,
keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(2)

BAB XII
KEBERATAN

Pasal 18

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada
Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan,
kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar
kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban
membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan
Retribusi.

Pasal 19

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal surat keberatan diterima harus
memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah
besarnya retribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

Pasal 20

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua
belas) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya SKRDLB.



(3)

(5)

(V)

(1)

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi
dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada
Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
Pembayaran Retribusi, harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan
suatu keputusan, permohonan pengembalian
pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan
SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan.

Terhadap permohonan kelebihan Pembayaran Retribusi
yang dikabulkan, maka pengembalian kelebihan
Retribusi dilakukan dengan memperhitungkan Retribusi
yang terutang terlebih dahulu.

Pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan Pembavaran Retribusi
dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati
memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
Pembayaran Retribusi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian
kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN
PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 22

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika
wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang
retribusi.



(2)

(4)

(3)

(1)

(2)
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Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi
baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan
dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran
tersebut.

Pengakuan utang retribusi secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah
wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang retribusi dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan
oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi
karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang
retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan
piutang Retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI
Pasal 24

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi
dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-
undangan.

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau
catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan
dokumen lain yang berhubungan dengan objek
Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat
atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan
bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.



(1)

(2)

(3)
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BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 25

Instansi yang melaksanakan Pemungutan Retribusi
dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja
tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan
berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

BAB XVII
PELAKSANA PELAYANAN

Pasal 26

Pemberi pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang.

(1)

(2)

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 27

Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi dalam
Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh PPNS.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang retribusi agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi;



(3)

(1)

(2)
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e. melakukan penggeledahan unluk mendapatkan
bahan buku pembukuan, pencatatan dan dokumen
lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti teisebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana di bidang retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

—.

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum
Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda
paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang
yang tidak atau kurang dibayar.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelanggaran.

Pasal 29

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 merupakan
Penerimaan Negara.
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BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak
Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 22 Maret 2022

BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 22 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH,

ttd

RAKIB SAHUBAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2022
NOMOR 227.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI
MALUKU 13/20/2022.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli
daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah
untuk mewujudkan kesejaheraan masyarakat. Saat pemahaman
masyarakat mengenai air limbah domestik dan dampak terhadap
lingkungan dan hajat hidup orang banyak, masih sangat kurang.
Ketidaktahuan ataupun sudah mengetahui tetapi tidak dipenuhi oleh
kesadaran atas derajat kesehatan setinggi-tingginya merupakan
tanggungjawab bersama.

Kegiatan penyedotan dan pembuangan limbah tinja mengandung risiko
terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat
mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan
hidup menurun yang pada akhirnya ini beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup di Daerah harus dilindungi dan
dikelola dengan baik berdasarkan pada azas tanggung jawab, azas
keberlanjutan, dan azas keadilan. Selain itu, pelayanan penyedotan kakus
lumpur tinja harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan
budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi
lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap
kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup dari pencemaran
limbah tinja serta mengantisipasi kesulitan pembuangan limbah tinja
karena lahan yang sangat terbatas, maka Pemerintah Daerah perlu
menyediakan fasilitas berupa mobil tinja beserta alat penyedot limbah tinja
dan instalansi pengolahan limbah tinja.

Peraturan Daerah ini mewajibkan setiap orang atau badan yang
melaksanakan usaha di bidang penyedotan kakus dan pembuangan limbah
tinja untuk memiliki izin usaha dan melaksanakan kegiatan usaha yang
sehat, bersih dari pencemaran limbah khususnya limbah tinja.

Selama ini di Daerah belum ada sebuah landasan hukum yang
mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan penyedotan lumpur tinja,
yang dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyedotan
dan pembuangan limbah tinja serta memberikan kewenangan penuh
kepada Pemerintah Daerah untuk membina dan mengawasi segala
kegiatan yang dapat menyebabkan potensi perusakan lingkungan di
Daerah.



II.
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Selain untuk memberikan kepastian hukum, pembentukan Peraturan
Daerah tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus di
Kabupaten Maluku Tengah, bertujuan untuk memungut Retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan fasilitasi penyediaan dan/atau penyedotan
kakus yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, mewujudkan kebersihan,
kesehatan dan kenyamanan lingkungan, khususnya di rumah tangga,
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, berkenaan dengan
penyediaan dan penyedotan kakus, dan mewujudkan kesejahteraan
masyarakat di daerah.

Terkait dengan pengaturan materi muatan, maka dalam Peraturan
Daerah tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, materi
pokok yang diatur, yakni Nama Objek dan Subjek Retribusi, Golongan
Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip yang Dianut
Dalam Penetapan Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi,
Tata Cara dan Wilayah Pemungutan, Masa dan Saat Retribusi Terutang,
Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan Retribusi, Pengurangan,
Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Keberatan, Pengembalian
Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan dan Penghapusan Piutang
Retribusi yang Kedaluwarsa, Tata Cara Pemeriksaan Retribusi, Insentif
Pemungutan, Pelaksana Pelayanan, Ketentuan Penyidikan dan Ketentuan
Pidana.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini diharapkan segala
kegiatan pelaksanaan penyedotan dan pembuangan limbah Tinja dapat
diatur, ditata, dibina, dan diawasi dengan baik sehingga memberikan
manfaat kepada masyarakat serta mencegah dari pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
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Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup Jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup Jelas.
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.



Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

17
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LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 13 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 MARET 2022
TENTANG : RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU
PENYEDOTAN KAKUS.

[. Retribusi penyedotan lumpur tinja dari pengguna jasa ke IPLT

PER-RITASI
No. OBYEK PELAYAAN
Rp.

1. | Tarif Rendah 350.000,-
(Sosial, Rumah Ibadah, Panti Asuhan,
Kantor Pemerintah)

2. | Tarif Dasar/Sedang 700.000,-
Rumah Tangga

3. | Tarif Tinggi 1.400.000,-
Hotel, Kantor Swasta/Pemerintah, 3.500.000,-
Restaurant, Tempat Usaha lainnya

II. Retribusi untuk pengolahan lumpur tinja di IPLT (Tipping Fee)
OBYEK PELAYAAN PER-RITASI
Rp.

Per Ritasi 200.000,-

III. Retribusi penyaluran air limbah domestik dari Lokasi ke IPALD

No. OBYEK PELAYAAN PER-M3
Rp.

1. | Tarif Rendah 235.000,-
(Sosial, Rumah Ibadah, Panti Asuhan)

2. | Tarif Dasar 470.000,-
Rumah Tangga

3. | Tarif Tinggi 935.000,-
Hotel, Kantor Swasta/Pemerintah,
Restaurant

BUPATI MALUKU TENGAH

ttd

TUASIKAL ABUA



